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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beriburibu pulau 

yang dipisahkan oleh selat dan laut, ini merupakan kondisi Lingkungan Gerografis 

yang menjadi sumber dasar adanya keanekaragaman suku, budaya, ras dan 

golongan di Indonesia (Cultural Diversity). Setiap pulau memiliki suku dan 

budaya yang berbeda, dengan kepemilikan wilayah tersendiri. Dengan 

kemajemukan tersebut tidak dipungkiri bahwa penggunaan akan tanah 

kewilayahan sangat banyak dibutuhkan. Tanah sebagai Karunia Tuhan Yang 

Maha Esa merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi 

manusia, karenanya tanah sebagai satu-satunya kebutuhan manusia untuk 

tinggal. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam penghidupan bangsa 

Indonesia dimana penggunaanya sangat dibutuhkan.1 

Tanah bagi kehidupan manusia, mengandung makna yang 

Multidimensional. Pertama, secara ekonomi, tanah merupakan sarana produksi 

yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis, tanah dapat 

menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, 

sebagai kapital budaya, dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial 

pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap 

orang akan kembali kepada tanah. Peran tanah dalam kehidupan manusia 

                                                             
1 Sudjito. 1987. Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian 

Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis. Cet.1. Liberty. Yogyakarta. Hal. 1. 
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merupakan induk dari segala pokok kebutuhan selain dari kebutuhan pangan 

maupun sandang.  

Tanah dapat dinilai sebagai harta permanen, sebagai harta yang bernilai 

ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Bukan hanya sekedar 

bernilai ekonomis tinggi tetapi juga memiliki nilai-nalai lainnya yang dapat 

menopang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebutuhan 

penting akan tanah bukan menjadi dasar seseorang dapat dengan mudah 

memiliki dan menguasai tanah. Jelas diterangkan mengenai arti penting dan 

batasan sebuah tanah bagi masyarakat dan negara sebagai Organisasi 

Masyarakat tertinggi di Indonesia yang dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) 

Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:  

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.” 

Tanah menjadi komoditas ekonomi, secara hukum di Indonesia sudah 

ditetapkan tiga hak atas tanah, yaitu hak atas tanah negara yang kepemilikan 

sepenuhnya mutlak oleh negara, hak atas tanah adat yang mengacu pada 

peraturan adat yang berlaku di suatu daerah tersebut, dan hak atas tanah yang 

kepemilikannya oleh warga negara. Adanya tiga hak atas tanah yang ditetapkan 

ini, dimaksudkan agar hak penggunaan tanah menjadi jelas, antara negara, 

masyarakat adat, maupun perseorangan. Meskipun begitu, masih ada 

persengketaan tanah baik antara masyarakat adat dengan perseorangan maupun 

masyarakat adat dengan negara. Perubahan dari tanah adat menjadi tanah hak 

merupakan pokok persoalan sengketa tanah yang terjadi. Apabila tanah 

memunculkan konflik yang nyata, maka hal itu disebut sengketa. 
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Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami 

oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang 

selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan 

bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya 

akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam 

berbagai kepentingan. Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang 

cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek 

kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya.  

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dibidang pertanahan dapat 

dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk 

meningkat dalam kompleksitas maupun kuantitas permasalahannya seiring 

dengan dinamika ekonomi, sosial dan politik di Indonesia.3 Permasalahan 

pertanahan yang muncul dewasa ini dimana secara kwalitas maupun kwantitas 

semakin meningkat memerlukan penanganan yang sistematis. Berbagai upaya 

penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses litigasi (peradilan) yang ada 

dianggap belum mampu menyelesaikan sengketa yang ada, sehingga berbagai 

upaya alternatif penyelesaian sengketa pertanahan seperti mediasi, fasilitasi dan 

lainnya kemudian mengemuka dengan sasaran untuk meminimalisir sengketa 

pertanahan yang sarat dengan kepentingan, baik untuk kepentingan 

pembangunan maupun masyarakat sendiri.  

Dampak sosial dari konflik adalah terjadinya kerenggangan sosial diantara 

warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerjasama diantara 

mereka. Dalam hal konflik terjadi antar instansi pemerintah, hal ini akan 

menghambat terjadinya koordinasi kinerja publik yang baik. Dapat juga terjadi 
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penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkenaan 

dengan pelaksanaan tata ruang. Di samping itu, selama konflik berlangsung, 

ruang atas suatu wilayah dan atas tanah yang menjadi objek konflik biasanya 

berada dalam keadaan status quo, sehingga ruang atas tanah yang 

bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan, akibatnya adalah terjadinya penurunan 

kualitas sumber daya lingkungan yang dapat merugikan kepentingan banyak 

pihak.2 

Konflik pertanahan yang berkembang perlu segera diantisipasi, kualitas 

maupun kwantitas yang sudah tidak relevan dengan ketentuan 

perundangundangan yang diperlukan adanya kebijakan Undang-Undang baru 

yang mengatur tentang konflik pertanahan sesuai dengan kebutuhan 

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penologi dan viktimologi yang dapat 

memberikan perlindungan hukum sesuai dengan rasa keadilan hukum 

masyarakat.3 

Sengketa tanah yang semakin meningkat menjadikan perlu adanya 

pengaturan untuk menyelesaikannya serta lembaga negara yang secara khusus 

berkecimpung dan berwenang dalam pertanahan ataupun masalah penenganan 

pertanahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, dikuatkan 

atas pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disusun dengan 

memperhatikan sisi dan aspek aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat 

menunjang kesejahteraan umum. Sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

berperan dalam membantu dan melayani masyarakat dalam mendapatkan 

                                                             
2 Maria SW Sumardjono. Nurhasan Ismail. Isharyanto. 2008. Mediasi Sengketa 

Tanah. Kompas. Gramedia. Jakarta. hal. 3. 
3 H. Hambali Thalib. 2009. Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan. Kencana 

Prenada Media Group. Jakarta. hal. 188. 
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haknya dibidang pertanahan, serta dalam membantu masyarakat untuk dapat 

menemukan jalan penyelesaian bila mana terdapat sengketa antar masyarakat 

mengenai haknya dibidang pertanahan. 

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi, di dalam sistem 

hukum nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternaif Penyelesaian Sengketa. Salah satu alternatif penyelesaian 

sengketa (tanah) adalah melalui upaya mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian 

sengketa alternatif menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas. Karena 

prosesnya relatif sederhana, maka waktunya singkat dan biaya dapat ditekan. 

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di bidang pertanahan, harus 

sering dilakukan oleh aparat Badan Pertanahan Nasional, namun di dalam 

pembicaraannya belum begitu dikenal oleh masyarakat. Hal ini disebabkan 

adanya pemahaman yang sempit mengenai penyelesaian sengketa itu sendiri, 

adanya kekurang percayaan pada efektivitas pelaksanaan putusan mediasi dan 

kekhawatiran akan menimbulkan kerancuan dan pemanfaatan lembaga arbitrase 

yang telah ada. Berkenaan dengan sengketa hukum dengan pertanahan, 

penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan atau secara alternatif 

sangatlah memungkinkan dan relevan. Ini disebabkan karena hal kepercayaan 

masyarakat yang semakin menurun terhadap lembaga pengadilan, maka 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara perundingan, mediasi, 

arbitrase atau pun yang lain merupakan jalan keluar yang sangat bermanfaat. 

Dalam penyelesaian sengketa khususnya sengketa pertanahan yang 

memang merupakan sengketa yang paling pelik di masyarakat dilihat dari 
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pengaduannya yang memang banyak terjadi dalam berbagai varian kasusnya, 

serta penyelesaian dengan akhir ”win-win solution” yang merupakan harapan 

dari masyarakat membutuhkan adanya bantuan pihak ke tiga yang membantu 

dalam mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Di 

dalam praktiknya, penyelesaian sengketa pertanahan melalui ADR (Alternative 

Dispute Resolution) khususnya melalui mediasi menunjukkan kecenderungan 

kalau masyarakat telah meperoleh tempat.  

Secara lingkup formal Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional 

telah membentuk Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan 

Konflik Pertanahan dalam struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Dan dalam teknis pelaksanaannya Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah 

menerbitkan Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan 

melalui Keputusan Kepala BPN RI No. 34 Tahun 2007. 

Penelitian lanjut guna menyusun skripsi dengan judul “KEDUDUKAN 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI MEDIATOR PARA PIHAK 

DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KANTOR PERTANAHAN 

KABUPATEN TABANAN“ 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat ditarik Rumusan Masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator para 

pihak dalam penyelesaian sengketa tanah? 
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2. Apakah kendala Badan Pertanahan Nasional kabupaten Tabanan dalam 

menyelesaikan sengketa tanah? 

 

1.3 Ruang Lingkup Masalah  

Agar penulisan ini dapat lebih fokus terhadap topik yang dibahas dan 

tidak melebar, maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah dan 

penulis yakin dapat menulis secara sistematis dan kompertif yaitu kedudukan 

Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian 

sengketa tanah ada pun kendala Badan Pertanahan Nasional kabupaten Tabanan 

dalam menyelesaikan sengketa tanah. 

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain :  

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana    

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati. 

2. Sebagai kontribusi pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang terkait 

dengan permasalahan yang dibahas dan dapat menambah pengetahuan 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati. 

3. Sebagai salah satu sarana penerapan ilmu hukum yang di peroleh selama 

perkuliahan yang terjadi dalam masyarakat. 
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4. melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang 

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. 

5. Untuk pembulatan study mahasiswa di bidang ilmu hukum. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai 

mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa tanah. 

2. Untuk mengetahui kendala Badan Pertanahan Nasional kabupaten 

Tabanan dalam menyelesaikan sengketa tanah. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang pidana pada 

khususnya. 

2 Diharapkan dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat 

akademisi, baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun 

menyeluruh dan sebagai tambahan keputustakaan untuk penelitian yang 

lebih baik kedepannya.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti  
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Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan kedudukan 

badan pertanahan nasional sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian 

sengketa tanah di kantor pertanahan kabupaten Tabanan. 

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan informasi 

sehubungan dengan kedudukan badan pertanahan nasional sebagai mediator 

para pihak dalam penyelesaian sengketa tanah di kantor pertanahan 

kabupaten Tabanan. 

3. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta gambaran yang 

dapat disumbangkan kepada pemerintah, non pemerintah, dan lembaga 

penegak hukum yang terkait dalam rangka memberikan wawasan kedudukan 

badan pertanahan nasional sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian 

sengketa tanah di kantor pertanahan kabupaten Tabanan. 

 

1.6 Kerangka Teoritis dan Hipotesi 

1.6.1 Kerangka Teoritis 

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat 

untuk mengatur masyarakat namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat 

saja melainkan mengaturnya dengan patut dan manfaat. Hukum adalah 

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku 

manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi 

yang berwajib, pelanggaran mana yang terhadap peraturan-peraturan tadi 

berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu,  
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Tanah dapat dinilai sebagai harta permanen, sebagai harta yang bernilai 

ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Bukan hanya sekedar 

bernilai ekonomis tinggi tetapi juga memiliki nilai-nalai lainnya yang dapat 

menopang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebutuhan 

penting akan tanah bukan menjadi dasar seseorang dapat dengan mudah 

memiliki dan menguasai tanah. Jelas diterangkan mengenai arti penting dan 

batasan sebuah tanah bagi masyarakat dan negara sebagai Organisasi 

Masyarakat tertinggi di Indonesia yang dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) 

Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:  

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.” 

Sengketa tanah yang semakin meningkat menjadikan perlu adanya 

pengaturan untuk menyelesaikannya serta lembaga negara yang secara khusus 

berkecimpung dan berwenang dalam pertanahan ataupun masalah penenganan 

pertanahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, dikuatkan 

atas pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disusun dengan 

memperhatikan sisi dan aspek aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat 

menunjang kesejahteraan umum. Sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

berperan dalam membantu dan melayani masyarakat dalam mendapatkan 

haknya dibidang pertanahan, serta dalam membantu masyarakat untuk dapat 

menemukan jalan penyelesaian bila mana terdapat sengketa antar masyarakat 

mengenai haknya dibidang pertanahan. 

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi, di dalam sistem 

hukum nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
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Arbitrase dan Alternaif Penyelesaian Sengketa. Salah satu alternatif penyelesaian 

sengketa (tanah) adalah melalui upaya mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian 

sengketa alternatif menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas. Karena 

prosesnya relatif sederhana, maka waktunya singkat dan biaya dapat ditekan. 

Dalam penyelesaian sengketa khususnya sengketa pertanahan yang 

memang merupakan sengketa yang paling pelik di masyarakat dilihat dari 

pengaduannya yang memang banyak terjadi dalam berbagai varian kasusnya, 

serta penyelesaian dengan akhir ”win-win solution” yang merupakan harapan 

dari masyarakat membutuhkan adanya bantuan pihak ke tiga yang membantu 

dalam mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Di 

dalam praktiknya, penyelesaian sengketa pertanahan melalui ADR (Alternative 

Dispute Resolution) khususnya melalui mediasi menunjukkan kecenderungan 

kalau masyarakat telah meperoleh tempat. Secara lingkup formal Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 

tentang Badan Pertanahan Nasional telah membentuk Deputi Bidang Pengkajian 

dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam struktur organisasi 

Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dan dalam teknis pelaksanaannya Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan Petunjuk Teknis Penanganan dan 

Penyelesaian Masalah Pertanahan melalui Keputusan Kepala BPN RI No. 34 

Tahun 2007. 

a. Teori Kewenangan 

Teori kewenangan dipergunakan oleh penulis untuk menganalisa rumusan 

masalah pertama yaitu tentang kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai 

mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa tanah. Teori kewenangan 
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adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang 

diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan 

eksekutif atau administratif. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan 

sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang 

menandatangani/menerbitkan surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri 

atau Gubernur Kepala Daerah, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan 

Menteri/Gubernur Kepala Daerah, dalam hal ini terdapat pendelegasian 

wewenang. Jadi, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.4 

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka 

berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari 

peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah 

adalah peraturan perundang-undangan.5 Kewenangan secara teoritik dapat 

diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai 

atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. Van Wijk/Willem Koenijnenbelt 

mengidentifikasikan sebagai berikut:6 

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 

undang-undang kepada organ pemerintahan. Pada atribusi terjadi pemberian 

wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan.  

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 

pemerintahan kepada pemerintahan lainnya. Pada delegasi terjadilah pelimpahan 

suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

                                                             
4 Juanda. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah. P.T. Alumni. Bandung. hal. 271. 
5 Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers. Jakarta. hal. 101. 
6 Ibid. hal. 102. 
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yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan 

atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh 

adanya suatu atribusi wewenang. 

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan telah mengizinkan 

kewenangannya dijalankan organ lain atas namanya. Pada mandat tidak 

dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal 

mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun yang ada hanyalah hubungan 

internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai 

kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan 

tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung 

jawab tetap berada pada organ kementrian. Pegawai memutuskan secara 

faktual, Menteri secara yuridis.7 

Berdasarkan paparan tentang wewenang di atas, dapat disebutkan bahwa 

wewenang yang diperoleh secara atribusi dapat menciptakan wewenang baru 

atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada 

penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang 

satu kepada pejabat lainnya. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya 

bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. 

b. Teori Efektivitas Hukum 

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia 

berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa 

warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti 

                                                             
7Ibid. hal. 103. 
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mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara 

yuridis, sosiologis, dan filosofis8. 

Efektivitas hukum terlebih dahulu harus dapat diukur dengan melihat 

sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan 

hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, 

maka dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Namun demikian, 

sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetap masih 

dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar 

warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan 

yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya 

sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda 

jika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu 

ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik 

yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi9. 

Jika yang dikaji adalah efektivitas undang-undang, maka dapat dikatakan 

bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada 

beberapa faktor, antara lain:  

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.  

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 

c. Intuisi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam 

masyarakatnya. 

                                                             
8 Zainuddin Ali. 2011.  Filsafat Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 94. 
9 Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence), (Jakarta: Kencana Mprenada Media Group). hal. 375. 
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d. Tentang proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh 

dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang 

memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakatnya.  

Faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, 

adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari 

penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap 

diri mereka maupun dalam menegakkan perundangan-undangan tersebut. 

Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:  

a. Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai 

institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. 

b. Perspektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada segi 

individu atau pribadi, di mana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-

undangan. 

1.6.2 Hipotesis 

Untuk menjawab hipotesis, penulis mengacu pada teori-teori yang sudah 

dijelaskan diatas. Adapun hipotesis pada penelitian ini antara lain : 

1. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator para pihak 

dalam penyelesaian sengketa tanah, yakni dalam menyelesaikan 

sengketa tanah para pihak berdasarkan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang BPN di dalam pasa l1 yang 

menjeiaskan tentang kedudukan BPN, peran BPN sebagai mediator 

penyelesaian sengketa merupakan penjabaran teknis dari tugas dan 
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fungsinya dalam bidang pertanahan lembaga yang melaksanakan 

tugas Pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, sektoral, 

regional, berkewajiban untuk membantu para pihak yang ingin 

menyelesaikan kasus pertanahan secara non litigasi, mediasi, dan 

litigasi agar dapat di seiesaikan di kantor pertanahan secara 

musyawarah. 

2. kendala Badan Pertanahan Nasional kabupaten Tabanan dalam 

menyelesaikan sengketa tanah, yakni dimana para pihak yang 

bersengketa sering mendapat kendala dalam proses penyelesaian 

kasus pertanahan terkadang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat 

sehingga kasusnya tidak dapat diselesaikan. Pada saat proses 

penyelesaian sengketa hendak dilaksanakan terkadang para pihak 

atau salah satunya tidak hadir maka proses penyelesaian sengketa 

tidak dapat dilaksanakan.  

 

1.7  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan 

baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari 

suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.10 

 

 

1.7.1 Jenis Penelitian 
                                                             

10 Soerjono Soekanto. 2013. Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja 
Grafindo Persada. Jakarta. hal. 4. 
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 Dalam membahas permasalahan ini penulis menggunakan jenis 

penelitian hukum empiris (law in action) yaitu suatu penelitian yang beranjak dari 

adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara 

teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta 

hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan 

kepuasan akademik. Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku serta praktek dilapangan. 

1.7.2 Jenis Pendekatan 

Jenis Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan 

yaitu: 

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan 

dalam hal ini fakta yang ada  

2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat, badan 

hukum, dan badan pemerintahan guna menemukan fakta-fakta yang ada 

dilapangan. 

1.7.3 Sumber Data 

Mengingat penelitian ini bersifat empiris, maka data yang akan diteliti 

dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data 

Primer bersumber dari penelitian di lapangan yaitu suatu data yang diperoleh 

langsung dari sumber pertama di lapangan baik melalui responden maupun 

informan. Sedangkan  data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan 

yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya 

melainkan bersumberkan dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam 

bentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari :  
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1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat yakni perundang-undangan. Bahan hukum primer 

juga meliputi hukum yang tidak tertulis, dan juga meliputi hasil 

wawancara dengan informan / narasumber. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan 

bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer.  Bahan hukum sekunder dapat meliputi 

Rancangan Undang-Undang, Hasil-hasil penelitian, Pendapat pakar 

hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku 

hukum (Text Book), Jurnal-jurnal hukum. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi 

petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan tiga cara pengumpulan 

data yaitu : 

1. Teknik wawancara 

Yaitu cara memperoleh data sekunder dengan mengadakan 

wawancara langsung kepada instansi-instansi atau pihak-pihak yang 

terkait. Metode wawancara ini dilakukan dengan mengajukan daftar 

pertanyaan yang diajukan secara sistematis yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Dalam hal ini, penulis 
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mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk berwawancara kepada 

responden ataupun informan.11 

2. Teknik observasi/pengamatan 

Teknik observasi yang dilakukan adalah langsung, yaitu peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung tanpa alat terhadap gejala-

gejala subyek yang diteliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti 

berupa pengamatan secara tidak terlibat. Observasi adalah pemusatan 

perhatian terhadap obyek dengan memakai semua kemampuan 

pancaindra. 

3. Teknik dokumentasi 

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap 

ilmu hukum dengan cara memanfaatkan berkas-berkas atau dokumen-

dokumen hukum, gambar, foto atau benda-benda yang ada 

hubungannya dengan masalah dalam penelitian skripsi ini. 

1.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, 

yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola 

dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan 

data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan 

dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk 

mendapatkan hasil penelitian. 

1.7.6 Teknik Penyajian Data 

                                                             
11 Sugeng D. Triswanto, 2010. Trik Menulis Skripsi dan Menghadapi Presentasi Bebas 

Stres Lengkap dari A sampai Z, Tugu Publisher. Yogyakarta. hal. 24. 


